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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan
badan pengawasan sumber daya perikanan terhadap pengunaan alat setrum ikan di kecematan danau
panggang kabupaten hulu sungai utara dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum yang
dilakukan oleh badan pengawasan sumber daya perikanan terhadap pengunaan alat setrum ikan di
kecematan danau panggang kabupaten hulu sungai utara.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan
melakukan studi lapangan, wawancara dengan nara sumber yaitu Bapak lyus, S.H. yang menjabat sebagai
Kasi Penyidikan dan Penindakan Satuan Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Bapak Agus
Heriyadi, Spi. MP. Yang menjabat sebagai Pengawas Sumber Daya Perikanan di Kantor Perikanan
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan pamong praja dan dinas pengawas perikanan
kabupaten hulu sungai utara sudah dilakukan sebagaimana mestinya, kendala yang dialami oleh satuan
polisi pamong praja dan pengawas perikanan kabupaten hulu sungai utara ini meliputi, kurangnya
kordinasi dari penegak hukumnya, terkendala jarak dan waktu pelaksanaannya, kekurangan alat
transportasi atau fasilitas untuk melakukan patroli, serta kegiatan lainnya yang menyangkut kegiatan
penegakan hukum terhadap setrum ikan dan lain sebagainya, yang mengakibatkan pebegakan penegakan
hukumnya tidak berjalan maksimal, dan juga budaya masyarakatnya yang kurang patuh terhadap aturan
yang dibuat oleh pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan hukum, dan penguna alat setrum ikan.

ABSTRACT
This study aims to find out how the form of law enforcement carried out by the fisheries resources
supervisory agency against the use of fish stun equipment in the sub-district of Danau Panggang Hulu
Sungai Utara and what factors affect law enforcement carried out by the fisheries resources monitoring
agency against the use of stun equipment. fish in the district of Baked Lake, North River upstream district.
This research includes empirical research. The data collection used by the author is to conduct field
studies, interviews with resource persons, namely Mr. lyus, S.H. who served as Head of Investigation and
Enforcement of the Civil Service Unit of Hulu Sungai Utara Regency, and Mr. Agus Heriyadi, Spi. MP.
Who served as Supervisor of Fishery Resources at the Fishery Office of Hulu Sungai Utara Regency.
Law enforcement carried out by the civil service unit and the fisheries supervisory service for the
upstream north river district has been carried out properly, the obstacles experienced by the civil service
police unit and the fisheries supervisor for the upstream north river district include the lack of
coordination from law enforcement, constrained distance and time of implementation , lack of
transportation equipment or facilities to carry out patrols, as well as other activities related to law
enforcement activities against fish stun and so on, which results in enforcement of law enforcement not
running optimally, and also the culture of the people who are less obedient to the rules made by the
government.
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